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RINGKASAN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, beberapa hal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dihapuskan atau digantikan dengan peraturan
terbaru. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat 4, “Nilai paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00
,dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan
yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.”,
kemudian diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pasal 65
ayat 4 “Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 diperuntukan bagi usaha
kecil dan /atau koperasi. Dan ayat 5 “Nilai Pagu Anggaran pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang
menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan
koperasi.” Ternyata menjadi polemik ketika disandingkan dengan keadaan di
lapangan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan dimana ketentuan yang
mengatur mengenai pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis telah dicabut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan dalam penentuan
segmentasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi dan Peratura Presedin
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu Kkriteria untuk pekerjaan
yang menuntut kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pun
tidak serta merta dapat dikerjakan oleh usaha kecil hanya karena berdasarkan
batas nilai pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Namun dikarenakan
aturan yang terdahulu telah dicabut lalu menjadi kekosongan hukum bagi kita
orang awam yang membacanya, padahal secara tegas pada aturan terbaru tetap
menyebutkan beberapa aturan terdahulu masih dapat diterapkan selama tidak
bertentangan.

Dengan adanya kekosongan hukum ini menjadi celah bagi mereka yaitu usaha
kecil yang disebutkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut untuk terus
membuat aduan dikarenakan ketidaksetujuan terhadap penetepan kualifikasi usaha
yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan.



PUTRI, JUWITA. 2024. Kepastian Hukum Dalam Penentuan Segmentasi
Kualifikasi Usaha Untuk Paket Pekerjaan Yang Menuntut Kemampuan
Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program Magister
Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung
Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. ICHSAN ANWARI, S.H., M.H.,
108 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kualifikasi Usaha; Pengadaan Barang Jasa; Pemerintah

Kepastian hukum dalam menentukan kualifikasi perusahaan dalam peraturan
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan yang menuntut
kemampuan teknis sangat penting. Ini karena peraturan pengadaan barang/jasa
pemerintah seringkali mengandung persyaratan kualifikasi yang spesifik yang
harus dipenuhi oleh perusahaan yang menawar barang/jasa. Jika perusahaan tidak
memenuhi syarat-syarat kualifikasi ini, mereka tidak dianggap sebagai penyedia
barang/jasa yang layak dan tidak akan memenangkan kontrak. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa syarat-syarat kualifikasi yang
mereka tetapkan adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, penting bagi pemerintah
untuk memastikan bahwa proses penilaian kualifikasi transparan dan adil, dan
bahwa semua penyedia barang/jasa yang menawar barang/jasa memiliki
kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat-syarat kualifikasi. Jenis penelitian
yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Sifat penelitian secara prespektif
analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-
nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Adanya kekosongan hukum mengenai pengertian kemampuan teknis dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 yang menuangkan pengertian kemampuan teknis didalam penjelasan
pasalnya telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam
hal tidak adanya pengertian kemampuan teknis di dalam peraturan perundang-
undangan tentang pengadaan barang/jasa yang terkini, tidak menghapuskan
pengertian yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang
terdahulu dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang
mengganti peraturan yang ada.
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ABSTRACT

Keywords: Business Qualification; Procurement Goods and Services;
Government

Legal certainty in determining company qualifications in government
procurement regulations for projects that require technical expertise is crucial.
This is because government procurement regulations often include specific
qualification requirements that must be met by companies bidding for
goods/services. If a company fails to meet these qualification criteria, they are not
considered eligible providers and will not win the contract. Therefore, it is
important for the government to ensure that the qualification criteria they set are
fair and non-discriminatory. Additionally, it is crucial for the government to
ensure that the qualification assessment process is transparent and fair, and that all
providers bidding for goods/services have an equal opportunity to meet the
qualification criteria.

The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the
research is analytical prospective, where the research is conducted by studying the
legal objectives, principles of justice, validity of legal rules, legal concepts, and
legal norms. The approach used in this legal research is legislative approach,
conceptual approach, and case approach.

The absence of legal provisions regarding the definition of technical capability in
government procurement of goods/services is due to Presidential Regulation
Number 70 of 2012, which embedded the definition of technical capability in its
article explanation but was revoked by Presidential Regulation Number 16 of
2018. The lack of a current legal definition of technical capability in legislation on
procurement of goods/services does not nullify the definition previously stipulated
in earlier legislation because there has been no legislation replacing the existing
regulations.
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